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KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG 

 
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  

KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG 

 
NOMOR : 12/PL.03.2-Kpt/7314/KPU-Kab/XI/2017 

 
TENTANG 

JUMLAH KURSI DAN JUMLAH SUARA SAH PALING SEDIKIT SEBAGAI PERSYARATAN BAKAL 

PASANGAN CALON DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM 

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2018 

 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG, 
 
Menimbang :  a.  bahwa berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan  Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1  Tahun 

2014  tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota 

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5898);   

   b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagamana tersebut di atas 

pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Jumlah Kursi 

dan Jumlah Suara Sah Paling Sedikit Sebagai Persyaratan 

Pasangan Calon Dari Partai Politik atau Gabungan Partai 

Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten 

Sidenreng Rappang Tahun 2018.  

 
 
                  Mengingat :… 

 
 

SALINAN 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan 

Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 1822);  

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan    

atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia   Nomor 5189);  

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan  

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, (Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234); 

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah 

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);  

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota 

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5898) 

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); 

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 

tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 

Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818); sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang  Nomor 

10 Tahun 2016 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor);  

         8.Peraturan…  
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8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, 

Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, 

Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara 

Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur 

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau 

Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 566); sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 13 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 1498);  

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 

tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil 

Walikota. 

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng 

Rappang Nomor : 55/Kpts/KPU-Kab.025.433362/V/2014 

tentang Mengesahkan dan Menetapkan Perolehan Suara, 

Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kabupaten Hasil Pemilihan Umum Legislatif 

Tahun 2014 sesuai Daerah Pemilihan Tingkat Kabupaten 

Sidenreng Rappang.  

Memperhatikan :      Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Sidenreng Rappang Nomor : 35/PL.03-BA/7314/KPU-

Kab/XI/2017 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Jumlah 

Kursi dan Jumlah Suara Sah sebagai Persyaratan Bakal 

Pasangan Calon Partai Politik atau Gabungan Partai Politik 

dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang 

Tahun 2018. 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan     :   KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 

SIDENRENG RAPPANG TENTANG JUMLAH KURSI DAN 

JUMLAH SUARA SAH PALING SEDIKIT SEBAGAI 

PERSYARATAN PASANGAN CALON DARI PARTAI POLITIK ATAU 

GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN 

WAKIL BUPATI SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2018. 

                     KESATU : … 



jdih.kpu.go.id/sulsel/sidrap 
 

 

 

 

 

- 4 – 
 

KESATU         :   Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Kursi dalam 

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Tingkat Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014 adalah 

sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, yang 

merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini; 

 

KEDUA        :  Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memenuhi syarat 

untuk mencalonkan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati 

Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 adalah sebagai 

berikut :  

1. Partai Nasdem;  

2. Partai Kebangkitan Bangsa;  

3. Partai Keadilan Sejahtera; 

5. Partai Golongan Karya; 

6. Partai Gerakan Indonesia Raya;  

7. Partai Demokrat;  

8. Partai Amanat Nasional;  

9. Partai Persatuan Pembangunan;  

10. Partai Hati Nurani Rakyat; 

14. Partai Bulan Bintang; 

15. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia. 

 

KETIGA              : Jumlah Paling Sedikit Perolehan Kursi Partai Politik  atau 

Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan bakal pasangan 

calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng 

Rappang Tahun 2018 adalah 20% (dua puluh perseratus) dari 

akumulasi perolehan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014, yaitu sebanyak 35 

artinya 20% x 35 kursi = 7 (tujuh) kursi sebagai syarat bagi 

bakal pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai 

politik;  

 
KEEMPAT       :    Jumlah Paling Sedikit Perolehan Suara Sah Partai Politik atau 

Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan bakal pasangan 

calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng 

Rappang Tahun 2018 adalah 25% (dua puluh lima perseratus) 

dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum  

 

                 Anggota … 
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Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng 

Rappang Tahun 2014, yaitu 171.092  artinya 25% x 171.092 = 

42.773 suara sah sebagai syarat bagi bakal pasangan calon dari 

partai politik atau gabungan partai politik;  

 
KELIMA   :   Hasil Perolehan Suara Sah dan Perolehan Kursi Partai Politik 

Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014 sebagaimana 

tercantum pada Lampiran Keputusan ini yang merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini. 

 

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

 

 
Ditetapkan  di  Pangkajene Sidenreng 

pada tanggal 15 November 2017 
 

 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 

  KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG, 
 

 ttd 
 

                 D A H L I A 
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LAMPIRAN : 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 

SIDENRENG RAPPANG 

NOMOR : 12/PL.03.2-Kpt/7314/KPU-Kab/XI/2017 
TENTANG JUMLAH KURSI DAN JUMLAH SUARA SAH PALING 
SEDIKIT SEBAGAI PERSYARATAN PASANGAN CALON DARI 
PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM 
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIDENRENG 
RAPPANG TAHUN 2018 

 

DAFTAR JUMLAH SUARA  SAH  DAN  PEROLEHAN   

KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ANGGOTA DPRD  

KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2014 

 

NOMOR 

URUT 

PARPOL 

PARTAI POLITIK 
JUMLAH 

SUARA SAH 

JUMLAH  

PEROLEHAN 

KURSI 

1 Nasdem                  20.108 4 

2 PKB                    5.882 1 

3 PKS                  19.185 4 

4 PDI P                    5.442 0 

5 Golkar                  42.119 9 

6 Gerindra                  13.232 3 

7 Demokrat                  12.987 4 

8 PAN                  14.241 3 

9 PPP                  10.863 2 

10 Hanura                    8.416 2 

14 PBB                    8.541 2 

15 PKPI                  10.076 1 

Jumlah            171.092 35 

 

   

     KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 

    KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG 

 

                     ttd 

 

                  D A H L I A 

 
  

 
 


